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LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

Bagaimana asal-usul terbentuknya Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan
Kendeng?

Apakah JMPPK dengan Komunitas Sedulur Sikep saling terkait?

Apa saja program atau kegiatan dari JMPPK di luar konflik dengan
perusahaan semen, yang berkaitan dengan lingkungan?

Berasal dari mana saja anggota yang tergabung dalam JMPPK?

Sampai saat ini ada berapa jumlah anggota yang tergabung dalam JMPPK
serta dari kalangan apa saja?

Apa alasan mereka untuk bergabung ke dalam JMPPK?

Dalam fokus untuk kepedulian lingkungan, khususnya Pegunungan Kendeng,
apakah JMPPK bekerja sendiri atau membangun kerja sama dengan pihak
lain?

Jika ada, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

Bagaimana pandangan JMPPK terhadap pengelolaan Pegunungan Kendeng

Utara yang seharusnya?

Sumber daya apa saja yang dapat dimanfaatkan dari Pegunungan Kendeng
Utara?
Secara umum, apa saja manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan sumber

daya tersebut?
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Apakah selama ini para petani juga berperan sebagai pemilik lahan atau
hanya buruh tani?
Bagaimana respon para petani terhadap adanya rencana pendirian pabrik

semen?

Bagaimana awal munculnya isu pendirian pabrik semen oleh PT. SMS?
Bagaimana respon awal JMPPK atau masyarakat sekitar ketika pertama kali
ada isu pembangunan pabrik semen lagi oleh perusahaan yang berbeda?

Apa yang menyebabkan masyarakat kemudian pecah menjadi dua kelompok,
menjadi kelompok pro dan kontra?

Apa yang melandasi kelompok pro mendukung rencana pendirian pabrik
semen?

Apa yang melandasi kelompok kontra menolak rencana pendirian pabrik
semen?

Bagaimana hubungan antara JMPPK dengan masyarakat yang pro terhadap
rencana pendirian pabrik semen?

Adakah kejadian-kejadian ketika isu pembangunan pabrik semen mulai
muncul lagi?

Apa saja dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan apabila ada pabrik
semen beserta kegiatan penambangannya?

Tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh JMPPK dalam menolak rencana

pendirian pabrik semen?
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Dalam sebuah aksi protes, maupun audiensi, tentunya ada dasar pengetahuan
atau informasi yang dijadikan patokan, dari mana JMPPK memperoleh
pengetahuan/informasi tersebut, khususnya tentang lingkungan Pegunungan
Kendeng?

Bagaimana cara JMPPK memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
pentingnya menjaga lingkungan Pegunungan Kendeng dan menolak rencana
pendirian pabrik semen?

Sebelum melakukan aksi ataupun audiensi dengan pemerintah daerah dan
juga pihak perusahaan, apa saja persiapan-persiapan yang dilakukan?
Seberapa sering aksi protes itu dilakukan dalam kurun waktu antara 2010
sampai dengan 2015 ketika putusan pengadilan memenangkan gugatan
masyarakat?

Dalam proses peradilan di Semarang, atas saran siapa pengajuan gugatan
tersebut dilakukan?

Adakah pihak lain yang membantu proses peradilan tersebut?

Adakah pihak-pihak/komunitas lain yang ikut mendukung gerakan JMPPK
menolak rencana pendirian pabrik semen?

Jika ada, siapa saja pihak-pihak tersebut?

Bagaimana bentuk dukungan yang mereka berikan?

Apakah sejauh ini pihak-pihak tersebut cukup membantu usaha JMPPK
dalam melakukan penolakan?

Bagaimana hasil studi banding di lokasi pabrik semen yang lain?
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Apakah hasil studi banding tersebut berpengaruh terhadap prinsip JMPPK
dan masyarakat?

Dari sekian banyaknya masyarakat yang menolak, ditambah dengan lamanya
proses konflik yang berlangsung, apakah ada anggota masyarakat atau
JMPPK yang menyerah dan berubah pikiran?

Bagaimana sikap pemerintah lokal pada tingkat kecamatan maupun desa yang
terkena langsung dampak pembangunan terhadap rencana pendirian pabrik
semen ini?

Bagaimana pandangan JMPPK terhadap pemerintah daerah atas konflik
pabrik semen ini?

Di luar konflik pabrik semen, apakah selama ini Pemda Kabupaten Pati cukup
responsif terhadap permasalahan yang dialami masyarakat di wilayah Pati
Selatan?

Tanggal 15 Februari 2017 nanti Kabupaten Pati akan melakukan Pemilihan
Kepala Daerah yang dipastikan dengan calon tunggal dari bupati yang saat ini
menjabat, apa harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang baru nanti?
Apa yang akan dilakukan JMPPK ke depan, apabila pemerintah daerah baik
tingkat kabupaten maupun provinsi, tetap mendukung rencana pendirian

pabrik semen di Pegunungan Kendeng?



LAMPIRAN 2

Wawancara dengan Koordinator IMPPK



Aksi Long March JMPPK mengawal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Semarang
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Aksi demonstrasi JMPPK di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah






Salah satu bentuk ucapan rasa syukur atas kekayaan alam yang diberikan Sang
Pencipta

| axer kawaL kewnoene |
8 TENDA J”A”GAN QEMARANG

i 7= SENIN, 19 DESEMBER 2016 &
DEPAN KANTOR GUBERNUR
JAWA TENGAH
JL. PAHLAWAN, SEMARANG

EACA
Poster IMPPK mengajak untuk berpartisipasi dalam Aksi Kawal Kendeng



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2641 K/40/MEM/2014
TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST SUKOLILO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa kawasan bentang alam karst memiliki komponen
geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami
tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk
dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka
mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan
berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan
Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

4. Peraturan ...




Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18
Oktober 2011;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1022);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan
Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 640);

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/014382 tanggal 16
Agustus 2013 tentang Usulan Penetapan Kawasan Bentang
Alam Karst (KBAK) Sukolilo;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM
KARST SUKOLILO.

Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo yang
dituangkan dalam lembar peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital dengan skala
1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

KEDUA : ...




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Dalam Negeri

Menteri Pekerjaan Umum

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Gubernur Jawa Tengah

1
2
3
4
5.
6.
7
8
9
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Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu meliputi daerah:

a. Kabupaten Pati yang meliputi Kecamatan Sukolilo,
Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo;

b. Kabupaten Grobogan yang meliputi Kecamatan Klambu,
Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan
Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, dan Kecamatan
Ngaringan;

c. Kabupaten Blora yang meliputi Kecamatan Todanan dan
Kecamatan Kunduran,

dengan uraian tatanan geologi dan fungsi hidrologi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo merupakan kawasan
lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.

Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo menjadi dasar bagi
gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Bupati Grobogan
Bupati Blora

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

W

Strsyanto
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